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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 34 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
DI TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

e

dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa berdasarkan hasil studi pemilihan lokasi dan kelayakan
pembangunan Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau, telah memenuhi persyaratan teknis dan layak

untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan lokasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten

Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Peraturan
Perhubungan;

- 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3481) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan
dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintan Nomor 70 Tahun 2001

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62

Tahun 2005;

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan
lokasi untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum ditetapkan



5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U tanggal 30
Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun
2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi
Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara
Niaga;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002
tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional,

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Riau Nomor : 550/DISHUB/19.29 tanggal 30
Desember 2005 tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi
Bandara Tempuling;

2. Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 383./.36 tanggal 25 April 2005
tentang Persetujuan Pembangunan Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DI TEMPULING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU.

Pasal 1

(1) Lokasi Bandar Udara di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
berada di Desa Tembilahan, Kecamatan Tempuling ,Kabupaten
Indragiri Hilir , Provinsi Riau, dengan koordinat geografis 0° 25’
59.9" Lintang Selatan (LS) dan 102° 59° 32.461" Bujur Timur
(BT).
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(2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran
[.A dan [.B Peraturan ini.

(3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP)
ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di
Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, ditentukan lebih rinci berdasarkan rencana induk
bandar udara di Kabupaten Indragiri Hilir.

(2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 3

(1) Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah
sebagai bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara
disekitarnya tidak dikendalikan dan akan diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perhubungan Propinsi Riau.

(2) Pembangunan Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri
Hilir Provinsi Riau pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi
persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Segala biaya akibat rencana pembangunan bandar udara di
Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagaimana
dimaksud ayat (2) tidak dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).

(4) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan
Pelaksanaan Pembangunan.
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Pasal 4

(1)  Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal
ditetapkan.

(2) Apabila dalam batas akhir kurun waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan,
maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 JULI 2006

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;.

Menteri Keuangan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menteri Pekerjaan Umum;

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
Gubernur Provinsi Riau;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara di
lingkungan Departemen Perhubungan;

9. Bupati Indragiri Hilir — Provinsi Riau;

10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
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